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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa tingkat partisipasi wanita di bidang politik di Indonesia
yang ditinjau dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (studi kasus di Kota Palangka Raya periode 2014-2019) masih
tergolong rendah karena:

1. Banyak kebijakan, hukum negara, perundang-undangan serta program
kegiatan yang masih memperlihatkan sebagian wujud dari ketidakadilan
gender. Wujud dari ketidakadilan gender tersebut terjadi bukan hanya di
tempat kerja, melainkan juga di organisasi maupun di dunia pendidikan.
Perempuan selalu ditempatkan pada ranah privat atau pribadi, yang
selalu dikaitkan dengan reproduksi dan pemeliharaan terhadap anak.

2. Sedikitnya akses yang diberikan kepada perempuan untuk mendapatkan
informasi mengenai kandidat, landasan politik partai, prosedur
pemberian suara serta iInformasi yang gagal disampaikan oleh
pemerintah dan partai-partai politik.

3. Faktor ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki juga
menjadi alasan yang sering ditemukan bagi perempuan untuk tidak
berpartisipasi dalam dunia politik secara aktif. Hal tersebut yang

menyebabkan ketidakadilan gender menjadi sebuah keyakinan yang
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berdampak pada ketidakinginan kaum perempuan untuk ikut
berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik di Indonesia.

4. Kaum perempuan yang berpartisipasi dalam kehidupan politik banyak
yang sudah memasuki usia tua. Kaum perempuan berusia muda masih
belum terlalu banyak yang ikut berpartisipasi dalam dunia politik
dikarenakan mereka masih merintis bisnis mereka, sehingga belum
adanya ketersediaan dana untuk berpartisipasi ke bidang politik. Tidak
ditemukannya cuti hamil bagi anggota legislatif di Kota Palangka raya
menjadi salah satu cerminan bahwa kebanyakan kaum perempuan yang
berpartisipasi dalam dunia politik merupakan perempuan yang sudah
memasuki usia tua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan saran-saran

sebagai berikut.

1. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan
Ketidakadilan gender yang masih dapat ditemukan dalam peraturan
perundang-undangan Indonesia tersebut memerlukan penyempurnaan
agar kebijakan-kebijakan tersebut bersifat sensitif atau responsif gender
sehingga dapat diimplementasikan secara optimal disertai dengan
penanaman nilai-nilai kesetaraan gender pada setiap pelaksaan

kebijakan.
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2. Bagi Kaum Perempuan
Tercapainya tujuan kesetaraan, pembangunan dan perdamaian di negara
Indonesia memerlukan partisipasi kaum perempuan dalam sebuah
parlemen karena dapat menjadi sebuah aspirasi agar pembangunan
negara Indonesia dapat dilakukan secara merata.

3. Bagi Masyarakat
Kesadaran akan potensi yang dimiliki kaum perempuan untuk
memajukan pembangunan negara perlu ditanamkan. Bukan hanya di
lingkup privat saja, kaum perempuan juga dapat menjalankan tugasnya
di lingkup publik. Peran kaum perempuan dalam berkontribusi dengan
pengalaman yang dimilikinya dapat membantu agar pembangunan

negara dapat berjalan secara maksimal dan merata.
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